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2021: PENANDATANGANAN NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA DENGAN KEMENDAGRI 2023: PENANDATANGANAN NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA DENGAN APEKSI

IAP mendorong pengembangan kebijakan berbasis sains dan peningkatan kapasitas
pemerintah daerah dalam perencanan wilayah dan kota



MENGAPA PERLU RP2P?



Pasal 25
Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan RP2P diatur dengan
Peraturan Menteri yang dikoordinasikan dengan kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tata ruang,
kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
perencanaan pembangunan nasional, dan kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum
dan perumahan rakyat.

AMANAT

Pasal 64 (ayat1)
Penyelenggaraan pengelolaan perkotaan dengan pendekaktan kota
cerdas diatur dalam Peraturan Menteri di koordinasikan dengan
kementerian/lembaga terkait.

PERATURAN PEMERINTAH NO. 59 
TAHUN 2022 TENTANG PERKOTAAN

Pasal 46
(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Pelayanan Perkotaan
(SPP) diatur dengan Peraturan Menteri
(2) Dalam penyusunan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) melibatkan kementerian lembaga terkait.



Komitmen Global Perkotaan

New Urban Agenda - Cities For All

SDG’s

Beyond Development

Sinergi antar penyedia layanan perkotaan



Apa itu RP2P?



RP2P merupakan bagian dokumen

RPJMD yang dioperasionalisasikan dalam

RKPD dan diintegrasikan dalam RTRW

Kota sebagai daerah
dan Kaw. Perktoaan
dalam Kabupaten

Kaw. Perkotaan lintas
Kab/Kota pada 1
Provinsi

Kaw. Perkotaan lintas
Kab/Kota pada 2 atau
lebih Provinsi

Kaw. Perkotaan yang
menjadi KSN

Penyusun:

Pasal 1 -7

Rencana Penyelenggaraan Pengelolaan

Perkotaan adalah rencana pentahapan sistem

Pelayanan Perkotaan beserta strategi pendanaan

indikatif yang merupakan bagian dari dokumen

rencana pembangunan daerah dan terintegrasi

dengan rencana tata ruang

RENCANA PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN PERKOTAAN



Prasarana Sarana Utilitas

Fasilitas Umum : Fasilitas Sosial  :

• Jaringan jalan dan 
perlengkapan keselamatan
lalu lintas;

• Sistem penyediaan air minum;
• Jaringan drainase;
• Sistem pengelolaan air 

limbah;
• Sistem pengelolaan

persampahan; 
• Sistem proteksi kebakaran;
• Terminal atau stasiun;
• Jalur pejalan kaki dan 

penyeberangan;
• Jalur sepeda dan kendaraan

listrik; dan
• Jalur evakuasi bencana

• Sarana pemerintahan;
• Sarana pendidikan;
• Sarana kesehatan;
• Sarana transportasi;
• Sarana peribadatan;
• Sarana perdagangan;
• Sarana kebudayaan, rekreasi, 

Gor, gedung pertunjukan dsb.
• Sarana keuangan dan 

perkonomian;
• Sarana ruang terbuka hijau; 
• Sarana penelitian dan 

pengembangan TIK;
• Museum dan perpustakaan;
• tempat pertemuan, insentif, 

konvensi, dan pameran

• Jaringan listrik;
• Teknologi informasi dan 

komunikasi; 
• Gas dan pengisian bahan

bakar. 

Fasilitas:
• Komunitas adat dsb:
• penanganan warga negara 

migran korban tindak
kekerasan dsb.

• Rehabilitasi NAPZA
• Perlindungan jaminan sosial;
• Siap tanggap darurat bencana
• Pencatatan informasi cuaca ;
• Layanan informasi dan data;
• Pemadam kebakaran;
• Layanan untuk tenaga kerja;
• Pemakaman;
• Perlindungan hukum;
• pembinaan UKM;
• sanggar seni; dan
• Trantibumlinmas

FASILITAS LAYANAN PERKOTAAN



Persebaran dan Jenis Fasilitas Akses Data Penggunaan 

PEMETAAN KAWASAN 
PERUMAHAN

Jumlah 
Perumahan Perumahan Penggunaan Fasilitasyang Dimiliki

Tabel Kebutuhan Data



Dilakukan dengan Pendekatan Kota Cerdas: 

Tata Kelola 
Birokrasi

Ekonomi Kehidupan 
Berkota

Masyarakat Lingkungan Mobilitas

Metode Pengukuran Berbasis Data menggunakan
Indeks Perkotaan Berkelanjutan

Perkotaan 
Cerdas

Indikator
Layanan Perkotaan 
dan Kualitas Hidup
ISO/SNI 37120 ISO/SNI 37122

Indikator Indikator
Perkotaan 
Berketahanan
ISO/SNI 37123

KEMANFAATAN
Standar

KEADILAN
Standar 

KETERJANGKAUAN
Standar

Metode Pengukuran Berbasis Persepsi Menggunakan 
Indeks Persepsi Perkotaan Berkelanjutan

Untuk memastikan warga 
Perkotaan menerima 
manfaat dari layanan 
perkotaan

Untuk memastikan semua
kelompok  termasuk 
kelompok rentan dapat 
memanfaatkan layanan 
Perkotaan secara adil.

Untuk memastikan warga 
Perkotaan di setiap bagian 
wilayah Perkotaan dapat 
menjangkau layanan 
secara efektif dan efisien.

RP2P

•

•

•

•

•



Pemetaan 
Rencana dlm 

RTRW dan RDTR

Identifikasi 
Kelompok 

Target
Pemetaan 

Titik Fasilitas
Pemetaan 
Kawasan 

Perumahan

Penilaian 
Kinerja 

Pengelola

Analisis Kinerja 
Layanan

Penghitungan 
Kebutuhan 

Layanan

Perumusan 
Tujuan 

Rencana
Konsolidasi 

Perencanaan
Penyusunan 
Peta Jalan 

Perencanaan

Penyusunan Matrik Perencanaan 
kedalam Sistem Informasi RP2P 

yg Terintegrasi dengan SIPD  

Penyediaan

Layanan

Pengoperasian Pemeliharaan Pembinaan Pengembangan

Melalui tahapan:

Layanan Layanan SDM Teknologi & 
Inovasi

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11



Lanjutan... RENCANA SISTEM PELAYANAN PERKOTAAN MENJADI 
BAGIAN RPJMD DAN DIINTEGRASIKAN  DALAM RTRW

1 Pendahuluan 

1 Gambaran Umum 
Kondisi Daerah

1 Gambaran Keuangan 
Daerah

1 Permasalahan dan 
Isu Strategis

1 Visi, Misi, Tujuan dan 
Sasaran

1
Strategi, Arah 
Kebijakan dan Program 
Pembangunan Daerah

1
Kerangka Pendanaan   
dan Program 
Perangkat Daerah

1
Kinerja 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah 

1
Tujuan, Kebijakan, 
Strategi Penataan 

Ruang

1
Rencana Struktur 

Ruang

1Rencana Pola Ruang

1
Arahan Pemanfaatan 

Ruang - Indikasi 
Program Utama

1
Ketentaun 

Pengendalian 
Pemanfaatan Ruang 

1
Kebijakan 

Pengembangan 
Kaw. Strategis

1Kebijakan 
Pengembangan 

Wilayah

1Peruntukan Ruang pada 
Sempadan Pantai, 

Sungai, dll

1Renc Penyediaan dan 
Pemanfaatan 

1Alur Migrasi Biota Laut

RPJMD RTRW

K
A
B
U
P
A
T
E
N

K
O
T
A

P
R
O
V
I
N
S
I

Rencana Sistem 
Pelayanan Perkotaan

Dioperasionalisasikan  
pada rencana kerja 
dan pendanaan 
dalam RKPD

Permendagri 86/2017

PP 21/2021

Diintegrasikan oleh perangkat 
daerah yang membidangii 
penataan ruang sesuai 
kewenangannya



Rencana pendanaan indikatif merupakan perkiraan biaya pemenuhan rencana sistem pelayanan

perkotaan yang disusun melalui tahapan:



Lanjutan... RENCANA PENDANAAN INDIKATIF MENJADI 
BAGIAN RPJMD DAN DIINTEGRASIKAN  DALAM RTRW

1 Pendahuluan 

1 Gambaran Umum 
Kondisi Daerah

1 Gambaran Keuangan 
Daerah

1 Permasalahan dan 
Isu Strategis

1 Visi, Misi, Tujuan dan 
Sasaran

1
Strategi, Arah 
Kebijakan dan Program 
Pembangunan Daerah

1
Kerangka Pendanaan   
dan Program 
Perangkat Daerah

1
Kinerja 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah 

1
Tujuan, Kebijakan, 
Strategi Penataan 

Ruang

1
Rencana Struktur 

Ruang

1Rencana Pola Ruang

1
Arahan Pemanfaatan 

Ruang - Indikasi 
Program Utama

1
Ketentaun 

Pengendalian 
Pemanfaatan Ruang 

1
Kebijakan 

Pengembangan 
Kaw. Strategis

1Kebijakan 
Pengembangan 

Wilayah

1Peruntukan Ruang pada 
Sempadan Pantai, 

Sungai, dll

1Renc Penyediaan dan 
Pemanfaatan 

1Alur Migrasi Biota Laut

R
T
R
W

K
A
B
U
P
A
T
E
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K
O
T
A
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R
O
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I
N
S
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Rencana Pendanaan 
Indikatif

RPJMD RTRW

Dioperasionalisasikan  
pada rencana kerja 
dan pendanaan 
dalam RKPD

Permendagri 86/2017

PP 21/2021

Diintegrasikan oleh perangkat 
daerah yang membidangii 
penataan ruang sesuai 
kewenangannya



Lanjutan... MENYUSUN RP2P BERSAMAAN DENGAN PENYUSUNAN RPJMD

1 Pendahuluan 

1 Gambaran Umum 
Kondisi Daerah

1 Gambaran Keuangan 
Daerah

1 Permasalahan dan 
Isu Strategis

1 Visi, Misi, Tujuan dan 
Sasaran

1
Strategi, Arah 
Kebijakan dan Program 
Pembangunan Daerah

1
Kerangka Pendanaan   
dan Program 
Perangkat Daerah

1
Kinerja 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah 

RPJMD

Pemetaan Rencana dlm RTRW dan RDTR

Identifikasi Kelompok  Target

Pemetaan Kawasan Perumahan

Pemetaan Titik Fasiitas

Penilaian Kinerja Pengelola

Penghitungan Kebutuhan Layanan

Analisis Kinerja Layanan

Perumusan Tujuan Rencana

Konsolidasi Perencanaan

Penyusunan Peta Jalan Perencanaan

Penyusunan Matrik Perencanaan ke dalam Sistem 
Informasi RP2P yg Terintegrasi dengan SIPD  

Estimasi Biaya Layanan

Identifikasi Sumber Pendanaan Layanan

Penyusunan Skenario Pendanaan Layanan

RP2P





Implementasi RP2P



Papan Kendali (Dashboard) RP2P on progress



Dukungan Kebijakan dan Aturan yang diperlukan:
•

• Application Programming Interface 

•

•

•

•



THANK 
YOU!



LAMPIRAN



RENCANA SISTEM 

PELAYANAN 

PERKOTAAN 

(KEPMENDAGRI)



Sistematika RP2P yang terdiri atas Rencana

Sistem Pelayanan Perkotaan dan rencana

pendanaan paling sedikit memuat:



• Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan

terhadap penyusunan dan pelaksanaan RP2P untuk Kawasan

Perkotaan yang merupakan bagian dari 2 (dua) atau lebih

daerah dan perkotaan yang menjadi kawasan strategis

nasional.

• Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan

pembinaan dan pengawasan terhadap penyusunan dan

pelaksanaan RP2P untuk kota sebagai daerah dan Kawasan

Perkotaan dalam kabupaten.

• Pembinaan dan pengawasan secara nasional

dikoordinasikan oleh Menteri.



PEMETAAN RENCANA DALAM 
RTRW DAN/ATAU RDTR 

Menelaah:

Rencana 
Struktur Ruang

Meliputi Pusat Kegiatan dan 
Sistem Jaringan Sarana dan 

Prasarana

Rencana 
Pola Ruang

Meliputi Kawasan Budidaya 
dan Kawasan Lindung



Jumlah
Penduduk

Jenis Kelompok

Mata Kelompok Kelompok

Orang dengan

Gangguan Jiwa

Pengungsi

IDENTIFIKASI KELOMPOK 
TARGET PENERIMA LAYANAN

Kelamin Usia

Pencaharian MiskinDisabilitas



Jenis
Fasilitas

Kapasitas Kepemilikan
Biaya 

Operasional
Data 

PEMETAAN TITIK FASILITAS 
LAYANAN PERKOTAAN

Tampung & Pemeliharaan Penggunaan

Lanjutan...

Tabel Kebutuhan Data



Prasarana Sarana Utilitas

Fasilitas Umum : Fasilitas Sosial  :

Paling sedikit: 
• Jaringan jalan dan 

perlengkapan keselamatan
lalu lintas;

• Sistem penyediaan air minum;
• Jaringan drainase;
• Sistem pengelolaan air 

limbah;
• Sistem pengelolaan

persampahan; 
• Sistem proteksi kebakaran;
• Terminal atau stasiun;
• Jalur pejalan kaki dan 

penyeberangan;
• Jalur sepeda dan kendaraan

listrik; dan
• Jalur evakuasi bencana

Paling sedikit: 
• Sarana pemerintahan;
• Sarana pendidikan;
• Sarana kesehatan;
• Sarana transportasi;
• Sarana peribadatan;
• Sarana perdagangan;
• Sarana kebudayaan, rekreasi, 

Gor, gedung pertunjukan dsb.
• Sarana keuangan dan 

perkonomian;
• Sarana ruang terbuka hijau; 
• Sarana penelitian dan 

pengembangan TIK;
• Museum dan perpustakaan;
• tempat pertemuan, insentif, 

konvensi, dan pameran

Paling sedikit: 
• Jaringan listrik;
• Teknologi informasi dan 

komunikasi; 
• Gas dan pengisian bahan

bakar. 

Paling sedikit meliputi fasilitas:
• Komunitas adat dsb:
• penanganan warga negara 

migran korban tindak
kekerasan dsb.

• Rehabilitasi NAPZA
• Perlindungan jaminan sosial;
• Siap tanggap darurat bencana
• Pencatatan informasi cuaca ;
• Layanan informasi dan data;
• Pemadam kebakaran;
• Layanan untuk tenaga kerja;
• Pemakaman;
• Perlindungan hukum;
• pembinaan UKM;
• sanggar seni; dan
• Trantibumlinmas

FASILITAS LAYANAN PERKOTAAN



Persebaran dan Jenis Fasilitas Akses Data Penggunaan 

PEMETAAN KAWASAN 
PERUMAHAN

Jumlah 
Perumahan Perumahan Penggunaan Fasilitas

Lanjutan...

yang Dimiliki

Tabel Kebutuhan Data



Penilaian kinerja pengelola layanan perkotaan dilakukan untuk semua layanan baik 
yang dikelola oleh pemerintah, perusahaan daerah, badan usaha milik daerah, 

perusahaan swasta/perorangan, badan usaha milik desa, dan/atau layanan yang 
dilaksanakan melalui kerja sama pemerintah dan badan hukum yang terdiri dari

Kelembagaan 
Pengelola Layanan 

antara lain 
kepemilikan, 
susunan 
organisasi dan 
lain 
sebagainya:

Laporan Keuangan 
dan Nilai  Aset 

termasuk 
untung dan rugi 
dan besaran 
tarif  pemakaian 
apabila berlaku 

Data Pengguna 
Fasilitas

Termasuk 
kelompok target

PENILAIAN KINERJA PENGELOLA 
LAYANAN PERKOTAAN 

Lanjutan...



ANALISIS KINERJA LAYANAN 
PERKOTAAN

Analisis kinerja layanan perkotaan menggunakan Standar Pelayanan Perkotaan 
yang terdiri dari:

Pengukuran Layanan 
Perkotaan dan Kualitas 
Hidup, Perkotaan 
Cerdas,  dan Perkotaan 
Berketahanan

Dilakukan melalui 
pengukuran berbasis 
data menggunakan 
indeks perkotaan 
berkelanjutan 

Pengukuran 
Kemanfaatan, 
Keterjangkauan, dan 
keadilan Berbasis 
Persespi Masyarakat.  

Dilakukan melaui 
pengukuran berbasis 
persepsi menggunakan 
indeks persepsi 
perkotaan berkelanjutan 
menggunakan survei 
kepuasan 

Lanjutan...



Pelayanan yang 
Harus Ditingkatkan 
Kapasitas 
Layanannya 

PENGHITUNGAN KEBUTUHAN 
LAYANAN

Baik melaui 
peningkatan 
pengoperasian, 
pemeliharaan, 
pembinaan SDM, 
pengembangan 
teknologi dan 
inovasi  sesuai 
kebutuhan 

Berdasarkan hasil identifikasi kelompok target, pemetaan titik fasilitas layanan, 
pemetaan kawasan perumahan, penilaian kinerja pengelola layanan perkotaan, 

serta penilaian kinerja layanan perkotaan

Fasilitas 
Pelayanan yang 
Harus Ditambah

Fasilitas 
Pelayanan yang 
Harus Diperbaiki

pelayanan yg harus 
dikerjasamakan 

Dikerjasamakan 
dengan daerah 
yang 
berbatasan 
langsung.

Lanjutan...



Serta 
mengidentif ikasi 
adanya tumpang 
tindih antar rencana, 
adanya kekosongan 
pelayanan 
perkotaan, dan/atau 
adanya rencana 
yang saling bertolak 
belakang

Untuk mendiskusikan 
keterpaduan proses  
layanan perkotaan, 
serta menganalisa 
alternatif  
penyelesaian secara 
teknoratis dan/atau 
memediasi  
penyelesaian antar 
sektor 

keterpaduan layanan 
perkotaan yang 
terdiri  dari  integrasi  
antar layanan, waktu,  
dan jadwal tahapan 
penyediaan, 
pengoperasian, dan 
pemeliharaan 
layanan perkotaan

KONSOLIDASI PERENCANAAN

Konsolidasi rencana penyediaan, pengoperasian dan pemeliharaan layanan 
perkotaan pada kementerian/lembaga, perangkat daerah, dan/atau badan hukum 

yang dilakukan pada semua perencanaan dengan cara:

Mengumpulkan  
dan Mereview 
Semua Rencana 

Melaksanakan 
Focus Group 
Discussion (FGD) 

Menyusun skema 
keterpaduan 

Lanjutan...



Mengidentifikasi 
Peluang Penyediaan 
Fasilitas 

PENYUSUNAN PETA JALAN 
PERENCANAAN

Mengidentif ikasi 
peluang 
penyediaan 
fasil itas yang 
belum tersedia 
melalui 
mekanisme forum 
pengelola layanan 
atau operator

Langkah-langkah 
peta jalan 
penyediaan, 
pengoperasian 
dan pemeliharaan 
layanan perkotaan

rencana bisnis 
para pengelola 
5 (l ima) tahun 
kedepan

Mencatatkan 
profi l  pengelola 
atau operator 
fasil itas 
layanan ke 
dalam satu 
basis data.

Penyusunan peta jalan penyediaan layanan perkotaan dengan sinergi mekanisme 
pengelolaan dilakukan dengan cara:

Memetakan 
Rencana Bisnis 

Mencatatkan 
Profil  Pengelola 
atau Operator 

Menyusun Langkah -
Langkah 

Lanjutan...



Pembinaan Sumber 
Daya Manusia

PENYUSUNAN MATRIK 
PEMROGRAMAN KE DALAM SISTEM 

INFORMASI RP2P YANG 
TERINTEGRASI DENGAN SIPD

Penyusunan matriks pemrograman ke dalam sistem informasi RP2P yang 
terintegrasi dengan SIPD yang terdiri dari  program:

Penyediaan 
Layanan 
Perkotaan 

Pengoperasian dan 
Pemeliharaan 
Layanan Perkotaan

Dalam 
penyediaan, 
pengoperasian, 
dan pemeliharaan 
layanan 
perkotaan; 

Pengembangan 
Teknologi dan 
Inovasi 

Dalam 
penyediaan, 
pengoperasian, 
dan pemeliharaan 
layanan perkotaan 
dengan 
pendekatan kota 
cerdas

Lanjutan...



RENCANA SISTEM 

PENDANAAN 

INDIKATIF 

(KEPMENDAGRI)



Estimasi Biaya dalam  
Penyediaan Layanan 

Estimasi Biaya Dalam 
Pengoperasian dan 
Pemeliharaan 

ESTIMASI BIAYA LAYANAN

Lanjutan...



IDENTIFIKASI SUMBER 
PENDANAAN

Identifikasi Perkiraan 
Sumber Pendanaan 

identifikasi perkiraan 
sumber pendapatan 

Identif ikasi 
perkiraan sumber 
pendanaan dalam 
penyediaan, 
pengoperasian 
dan pemeliharaan 
layanan perkotaan

Identif ikasi 
perkiraan sumber 
pendapatan untuk 
layanan yang 
dapat 
dimanfaatkan 
warga secara 
berbayar

PENYUSUNAN SKENARIO 
PENDANAAN LAYANAN 

Berdasarkan estimasi biaya dan identifikasi perkiraan sumber pendanaan

Lanjutan...





•

•



•

•



Pemetaan Rencana dlm RTRW dan RDTR

Identifikasi Kelompok  Target

Pemetaan Titik Fasilitas

Pemetaan Kawasan Perumahan

Penilaian Kinerja Pengelola

Penghitungan Kebutuhan Layanan

Analisis Kinerja Layanan

Perumusan Tujuan Rencana

Konsolidasi Perencanaan

Penyusunan Peta Jalan Perencanaan

Penyusunan Matrik Perencanaan ke dalam Sistem 
Informasi RP2P yg Terintegrasi dengan SIPD  

Penyediaan Layanan Pengoperasian Layanan

Pemeliharaan Layanan Pembinaan SDM

Pengembangan Teknologi dan Inovasi dalam 
penyediaan, pengoperasian dan pemeliharaan layanan 

Dilakukan dengan Pendekatan Kota Cerdas: 

Tata Kelola 
Birokrasi

Ekonomi Kehidupan 
Berkota

Masyarakat Lingkungan Mobilitas

Metode Pengukuran Berbasis Data menggunakan
Indeks Perkotaan Berkelanjutan

Perkotaan 
Cerdas

Indikator
Layanan Perkotaan 
dan Kualitas Hidup
ISO/SNI 37120 ISO/SNI 37122

Indikator Indikator
Perkotaan 
Berketahanan
ISO/SNI 37123

KEMANFAATAN
Standar

KEADILAN
Standar 

KETERJANGKAUAN
Standar

Metode Pengukuran Berbasis Persepsi Menggunakan 
Indeks Persepsi Perkotaan Berkelanjutan

Untuk memastikan warga 
Perkotaan menerima 
manfaat dari layanan 
perkotaan

Untuk memastikan semua
kelompok  termasuk 
kelompok rentan dapat 
memanfaatkan layanan 
Perkotaan secara adil.

Untuk memastikan warga 
Perkotaan di setiap bagian 
wilayah Perkotaan dapat 
menjangkau layanan 
secara efektif dan efisien.
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